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ABSTRACT
This article is the result of a recent review of religious defamation in Indonesia is
increasingly occurring, although this problem is not a new thing that not only happens in
Indonesia but also in the world. Mass deployment and demonstrations are usually used to drag
off offenders. It seems that this phenomenon is only approached from the perspective of positive
law only and ignores the socio-cultural aspects that lie behind it. Especially in Indonesia, the
actual blasphemy event did not happen suddenly. What often comes to the surface is a political
issue but it also involves inability to interpret religious and cultural differences. The situation
sometimes becomes complex because of the increasingly massive influence of social media.
Analysis of social and cultural sciences shows that the need for multicultural education,
awareness of pluralism, and cultural literacy. Internalization of this solution should be a habit
that is trained in social life considering that this nation is rich with religious, ethnic, and linguistic
diversity.
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I. PENDAHULUAN
Membincangkan kembali masalah
penistaan agama, tak bisa dikesampingkan akar
sejarah dan geneologinya. Dalam artikel ini
hanya dibatasi soal historis masalah ini dimulai
dari riak-riak yang pernah terjadi jauh sebelum
penistaan agama yang saat ini begitu marak
terjadi. Selain itu, di Indonesia juga masih
terdapat regulasi yang mengatur khusus hal itu,
yaitu Undang-Undang Nomor 1/Pnps Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
Dan/Atau Penodaan Agama. UU ini pun masih
tetap menjadi rujukan hukum, meskipun dalam
banyak diskusi berperspektif hukum, beberapa
pasal masih ditengerai bias, bahkan disebut
pasal karet. Puncaknya, tahun 2013 Mahkamah
Konstitusi (MK) menolak gugatan para
penggiat hukum untuk menguji kembali materi
dalam UU ini. Namun begitu, dampak hukum
dari penistaan agama masih akan terus hangat,
termasuk segala kontroversi yang
membalurinya.
Lepas dari masalah itu, penistaan agama,
khusus di Indonesia bukan sekali dua kali
terjadi, dan seperti biasa, tetap menyisakan
banyak persoalan. Bahkan dalam sejarahnya,
hampir semua agama pernah ‘dinistakan’. Yang
agak menyamakan semua kasus yang pernah
ada adalah polanya yang repetitif, yaitu
munculnya emosi keagamaan yang bersifat
massif yang telah memberi tambahan energi
dari setiap gerakan massa. Pola yang sama dan
berulang ini sekaligus memperlihatkan bahwa
penistaan agama itu adalah soal sensitivitas
labirin paling dalam sebuah keimanan. Kadang
dalam hal yang sangat khusus, area itu tidak
bisa dikulik secara serampangan karena ia
sudah utuh menjadi milik umat, milik publik,
dan milik bersama.
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Masalahnya adalah soal penistaan tidak
akan pernah berakhir atau berhenti, terlebih di
Indonesia soal ini dianggap semakin masalah
yang “biasa-biasa” saja. Hal ini dikarenakan di
Indonesia banyak momentum untuk terjadi
diskriminasi antarpemeluk agama. Misalnya,
arena politik yang sejak Pemilihan Presiden
(Pilpres) tahun 2014 dilanjutkan Pemilihan
Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 seolah
terdapat polarisasi antarpemilih. Dinamika
politik ini secara massif tergambar di media
sosial (medsos). Perbedaan pilihan itu semakin
tajam ketika dimasukkan isu-isu sensitif, seperti
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Selain isu politik, juga masalah paham atau
aliran atau mazhab yang berbeda-beda
antarpemeluk agama maupun di intern agama.
Saat ini keadaan sedikit dinamis terkait dengan
diterimanya agama-agama lokal nusantara
sebagai satu entitas penghayat kepercayaan.
Artikel ini akan mendeskripsikan beberapa
kejadian penistaan yang pernah berlangsung
tidak saja di Indonesia, lalu bagaimana adab
bangsa Indonesia melalui keragaman
budayanya menerima dan menghadapi
persoalan itu, serta apa yang bisa ditawarkan
untuk mengatasi isu-isu SARA. Artikel ini juga
mencoba menarik kejadian pada akar-akar
masalah, misalnya disorientasi atas makna
integrasi yang lebih banyak menarasikan
integrasi fisik, lemahnya pemahaman atas
makna keberagaman dan rendahnya literasi
yang didorong dengan rendahnya jurnalisme
harmoni baik di medsos maupun media
elektronik.
II. PEMBAHASAN
2.1 Penistaan Agama dalam Lintasan
Sejarah
Bung Karno, murid politik HOS
Tjokroaminoto saat menjadi Presiden RI
pertama tidak begitu saja membubuhkan tanda
tangannya pada tanggal 27 Januari 1965 untuk
mengesahkan PNPS. Jauh sebelumnya, awal
1918 saat sebuah harian “Djawi Hisworo”
mewartakan artikel berjudul “Pertjakapan
Antara Martho dan Djojo” yang ditulis
Djojodikoro dianggap menghina Nabi
Muhammad SAW. Segera setelah naik cetak,
artikel ini memantik amarah massa. Tokoh
sekaliber H.O.S Tjokroaminoto ikut turun
tangan dengan memimpin sendiri gerakan
Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM).
Pada 6 Februari 1918, organisasi ini sanggup
mengerahkan massa sekitar 35 ribu orang untuk
rapat akbar di Kebun Raya Surabaya. Mereka
memaklumatkan tuntutan kepada pemerintah
Hindia Belanda dan Sunan Surakarta agar
segera mengadili Djojodikoro (penulis) dan
Martodarsono (pemiliki surat kabar) atas
penghinaan Nabi Muhammad SAW (Aji Dedi
Mulawarman dalam Jang Oetama, Jejak
Perjuangan H.O.S Tjokroaminoto).
Sejarah monumental di atas bukanlah
kejadian yang terakhir. Berturut-turut setelah
itu, emosi massa beberapa kali terkuras untuk
menjadikan delik penistaan agama sebagai
pidana hukum. Yang paling mentereng,
misalnya kasus Lia Aminudin, atau Lia Eden
yang mengaku Imam Mahdi dan mendapat
wahyu dari malaikat Jibril. Perempuan yang
katanya pernah bertemu Bunda Maria ini pada
2006 dan 2009 divonis bersalah karena
melakukan penodaan agama; Arswendo
Atmowiloto, penulis, pada 1990 saat tabloid
“Monitor” begitu populer, dipenjara empat
tahun enam bulan gara-gara membuat survei
tokoh pilihan pembaca yang hasilnya
menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan
11; HB Jassin, sastrawan, meskipun telah
meminta maaf, tetap  dijatuhi hukuman
percobaan selama satu tahun karena “Majalah
Sastra”, Th. VI. No. 8, Edisi Agustus 1968 yang
diasuhnya mempublikasikan cerpen “Langit
Makin Mendung” yang ditulis Ki Panji Kusmin
secara kontroversial dianggap menggambarkan
Allah, Nabi Muhammad SAW dan Jibril.
Selain kasus-kasus besar yang menyita
perhatian publik di atas, masih ada kasus
lainnya yang tak kalah menyengat, salah
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satunya Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR).
Organisasi ini dianggap sesat karena
metamorphosis dari ajaran Alqaidah Al
Islamiyah yang juga sudah dilarang sejak 2007
(lihat Jamil 2015). Hal lain yang memberatkan
adalah pengkultusan Musaddeq sebagai juru
selamat setelah Nabi Muhammad SAW, serta
tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan
ibadah agama Islam secara benar. Pendek
alasan, gerakan ini tidak sesuai aqidah.
Penistaan terhadap agama non Islam juga
sempat menyeruak ke permukaan. Sebut saja
penistaan terhadap agama Hindu oleh Nando
Irawansyah M’ali (2005) yang kesal dengan
perayaan Nyepi, dan Rusgiani (2012) yang
bahkan sempat dipenjara selama 14 bulan
karena mengatakan sesajen umat Hindu sebagai
najis. Sedangkan Heidi Euginie, pemimpin
jamaat di Gereja Bethel Tabernakel, Shekinah,
Bandung yang sempat divonis penjara meski
dibebaskan kemudian kedapatan menista
agama dengan menyebut seekor ular yang
menggoda Adam dan Hawa pada kisah
penciptaan separuhnya berbadan perempuan.
Di dunia internasional, penistaan agama,
terutama sekali lagi terhadap Islam juga tak
kalah riuh. Misalnya pada 2004, Theodoor van
Gogh, sutradara asal Belanda, memproduksi
film Submission yang mengkritisi kehidupan
wanita dalam Islam yang sontak menuai protes
karena beberapa scene melecehkan.
Gelombang protes juga terjadi pada 2011,
ketika majalah Charlie Hebdo memuat kartun
Nabi Muhammad. Pada terbitan berikutnya,
majalah satir ini kembali melecehkan umat
muslim Perancis, lagi-lagi dengan isu yang
sama. Mungkin masih ada banyak lagi kasus
serupa yang lainnya.
Kejadian dan peristiwa di atas akan terus
mengalami keterulangan, dengan panggung
yang bisa saja baru, tetapi menggunakan idiom-
idiom lama. Regulasi yang dibuat pun ternyata
tidak cukup powerful menjadi instrumen
hukum yang bersifat mengikat apalagi
memaksa, analog dengan kehadiran Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak
lantas menyurutkan dengan cepat tindakan
korupsi, bahkan sebaliknya, kini semakin
massif. Mungkin tidak tepat juga menyamakan
keadaan ini dengan apa yang sudah lama dibaca
Thomas Hobbes. Dalam Leviathan (1962
[1651]), Hobbes menyatakan manusia selalu
dirundung keserahakan terus menerus sehingga
kadang harus melakukan tindakan egois,
mengekang dan merampas untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Negara pun menurut
Hobbes sama saja, kadang memperlihatkan
kebengisan, laiknya monster. Diskursus ini—
regulasi dan keteraturan—akan makin dialektis
saat isu global tentang kebebasan dan hak asasi
manusia (HAM) ikut bermain mata di
dalamnya, sebagaimana yang jamak disuarakan
para aktivis HAM.
2.2 “Keindonesiaan Kita”: Kolektivitas
dalam Agama dan Kebudayaan
Mengapa seseorang yang mencoba
mengulik sisi paling sensitif keimanan sebuah
agama, lalu tertuduh sebagai penista agama,
penting untuk dibaca ulang. Emile Durkheim
(1964 [1893]) mengemukakan bahwa
solidaritas organik suatu masyarakat lazimnya
dibentuk dan dipelihara oleh keberadaan suatu
sistem nilai kebersamaan yang secara historis
dibangun melalui tradisi. Kadang, sistem nilai
ini secara tak sadar memandu tindakan setiap
warga masyarakat ke arah tertentu yang
menyatukannya dengan warga masyarakat
lainnya yang beraneka ragam. Kekuatan yang
menyatukan inilah yang disebut representasi
kolektif. Konsep ini agak pas dengan perilaku
beragama di Indonesia karena representasi
kolektif ada di mana-mana dan di banyak fitur
keagamaan kita. Dapat dipahami kasus-kasus
penistaan agama selalu, dan akan selalu,
mengundang massa karena representasi
kolektifnya merasa direndahkan, apalagi
dinistakan. Semua orang yang mungkin saja
sebelumnya tidak sama mazhabnya, secara
cepat emosi keagamaannya merembes,
MENCEGAH PENISTAAN AGAMA....(I Nyoman Yoga Segara, 29-34)
32
ISSN : 2621-1025VOLUME 1, No.1, MARET 2018
menyatu atau disatukan dalam kolektivitas.
Untuk kasus ini, penting disadari bagaimana
seharusnya seseorang yang berbeda agama
menempatkan individualismenya di tengah
komunitas yang sangat khas Indonesia: kolektif.
Mungkin opini ini agak berbau esensialis, tetapi
faktanya begitu.
Sering orang menganggap bahwa
menistakan agama tertentu adalah sikap pribadi
yang bersangkutan, sekurangnya diawali oleh
itensi individual yang dilakukan demi dan
untuk atas nama kebebasan dan HAM. Namun
pergeseran agama dari yang sentral ke perifer,
dari kolektif ke individual seperti ini, dalam
konteks KeIndonesiaan dapat meningkatkan
kerentanan penggunaan agama menjadi alat
kepentingan. Tuas konstruktivisme telah
membuka ruang individualisasi semakin lebar
menganga. Padahal jika membaca kembali
pendapat Clifford Geertz (1966) bahwa agama
adalah suatu sistem simbol yang bertindak
sebagai penguatan gagasan dan kelakuan dalam
menghadapi kehidupan, yang dengan simbol-
simbol itu, konsep-konsep yang sebelumnya
abstrak lalu diterjemahkan menjadi nyata hadir
dalam kehidupan kolektif, maka pergeseran
dari yang sentral ke perifer terasa agak
membahayakan. Artikel ini sengaja
mengangkat isu ini hanya untuk melihat posisi
dan relevansi agama ketika berhadapan dengan
masalah kehidupan kolektif manusia yang nyata
akhir-akhir ini, terkhusus makin maraknya
gerakan-gerakan massa berbasis emosi
keagamaan.
Umat beragama akan segera terusik ketika
dinistakan karena mereka menganggap bahwa
agama tetap adalah episentrum yang
memijarkan kekuatan untuk mengendalikan
semua aspek kehidupan manusia (Emile
Durkheim, 1972 [1879]). Pemikiran Durkheim
ini diperkuat lagi oleh Clifford Geertz (1973)
yang bahkan menyatakan agama sebagai inti
kebudayaan manusia (culture core) sebagai
pedoman hidup, penentu arah dan ketepatan
kehidupan yang dipandang baik dan buruk.
Singkatnya, agama telah menstrukturkan
pikiran penganutnya. Mengingat agama masih
dianut dengan cara-cara seperti ini, tak bisa
dihindari jika muncul reaksi jika pedoman
hidup dan penuntun arah kehidupan mereka
mulai dibengkokkan. Masalahnya, reaksi itu
bisa membuncah dalam kerumunan, juga
sangat mungkin di hati individu-individu
penganutnya. Dengan model kolektivitas klasik
seperti ini, The Social Contract and Discourse
ala J.J Rousseau (1963) mungkin masih relevan
dipertimbangkan untuk bagaimana mengatur
manusia, masyarakat dan negara. Artinya,
individu sebebas apapun tetaplah mengada
dalam sebuah komunitas yang nyata.
Persoalan lain yang ikut menyumbang
terjadinya disorder dan disharmoni adalah
sikap-sikap keagamaan dan kebudayaan kita
yang sering diasupi isu primordial, lalu
mendapatkan arenanya saat batas-batas
territorial dibuat. Tak sedikit orang, sering dan
ingin menyamakan batas wilayah territorial itu
adalah juga batas demarkasinya untuk
mengespkresikan sikap keagamaan dan
kebudayaan untuk bertindak demi dan untuk
batas territorialnya itu. Dengan sistem
pemerintahan yang menganut otonomi daerah,
ditambah wilayah Indonesia yang sebagian
besar berbentuk kepulauan, sikap-sikap
keagamaan dan kebudayaan berdasarkan
kewilayahan seperti ini rentan melahirkan
distingsi “aku” dan “kamu”, “kami/kita” dan
“mereka”. Tak aneh kemudian, penganut agama
mayoritas di suatu wilayah (propinsi) sering
terjebak dengan cara pandang ini. Integrasi
budaya dan integrasi nilai harusnya menjadi
jauh lebih mendesak ketimbang integrasi fisik,
misalnya menyambungkan antarpulau dengan
jembatan atau jalan tol.
2.3 Satu Jalan Penyadaran: Toleransi, Melek
Budaya dan Jurnalisme Harmoni
Jika toleransi dimaksudkan sebagai salah
satu sikap menerima keberadaan ragam
kebudayaan, terkhusus keragaman agama dan
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keyakinan, maka istilah toleransi sebenarnya
telah melingkupi wilayah individu dan kolektif
dalam ranah empirik. Artinya, sikap menerima
keragaman itu haruslah nampak nyata dalam
kehidupan sehari-hari manusia baik secara
individual maupun kolektivitas. Misalnya
kolektif Muslim, kolektif Kristen, kolektif
Hindu, kolektif Buddha, kolektif Konghucu
dapat hidup bersama bahkan bertetangga dekat
dalam komunitasnya yang nyata.
Bagaimanapun, keIndonesiaan kita adalah
cermin besar tentang keanekaragaman ini, dan
sikap toleran sudah menjadi jalan lapang sejak
lama. Namun, bukan berarti cermin itu tak bisa
retak oleh suatu hal. Dan situasi saat ini cukup
mengkhawatirkan jika kita, umat beragama
harus memandang bayangan toleransi di cermin
yang mulai retak itu. Prediksi Clifford Geertz
(1993) dalam Bahrul Hayat (2012: 9-10) perlu
kita renungkan kembali: “Kalau bangsa
Indonesia tidak pandai mengelola
keanekaragaman agama, etnik, budaya dan lain-
lainnya, maka Indonesia akan dapat pecah
menjadi negara-negara kecil. Apabila potensi
sosio-kultural itu tidak dikelola dengan baik,
besar kemungkinan akan melahirkan
pergesekan-pergesekan kultural yang berujung
pada ketidakstabilan politik dan integrasi
bangsa”.
Saat ini, keIndonesiaan kita terusik,
tepatnya diuji. Efek letup berbagai masalah bisa
saja terjadi yang kadang seperti menunggu
momentum yang tepat. Meski terdapat
kelenturan budaya dan mekanisme sosial yang
tersebar di hampir semua wilayah, tetap saja
kita belum sanggup memahami “wajah asli”
Indonesia yang genuine itu. Kita tidak memiliki
buku manual, semacam ensiklopedia yang
berisi sejumlah fitur-fitur penting dari
kebudayaan Indonesia. Yang dengannya ini,
setiap kita secara individu memiliki
kesanggupan untuk memahami utuh konsep
berbangsa dan bernegara, lalu menjadi lebih
operasional, tidak cukup dilevel kesadaran dan
kognisi. Tampaknya, karya J.H. Hirsch berjudul
Cultural Literacy (1987) dapat menjadi
inspirasi kita untuk “kembali” melek budaya,
dimulai secara individu.
Melek budaya dapat diartikan sebagai usaha
sadar mewujudkan sesuatu yang ideal menjadi
aktual, dari gagasan menjadi kelakuan,
tindakan. Dengan demikian, melek budaya juga
artinya melek kebangsaan yang secara luas
dimaksudkan bagaimana strategi yang harus
dilakukan agar konsep kebangsaan itu menjadi
aktual, menjadi kelakuan yang konkrit dalam
kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang
Indonesia dan keIndonesiaan itu harus bekerja
nyata. Melalui melek budaya ini pula,
pandangan setiap warga negara maupun
kelompok menjadi absah dan memberikan jiwa,
ruh bagi individual maupun kelompok dalam
memandang lingkungan sekitarnya. Tindakan
melecehkan, diskriminasi, menodai dan
menistakan terlebih dengan sentimen suku,
agama, ras dan antargolongan (SARA)
setidaknya dpaat direduksi melalui melek
budaya, melek keIndonesiaa. Kita butuh lebih
banyak literasi yang berisikan sejumlah
keanekaan dan keunikan dari setiap fitur budaya
(kearifan lokal dan mekanisme budaya
harmoni) yang selama ini menjadikan Indonesia
seperti zamrud.
Sayangnya, habituasi melek budaya sejak
dini, dari individu, agak terlambat ketika literasi
di medsos lebih mendominasi cara kita melihat
Indonesia yang seolah makin tampak kecil dan
sempit. Medsos sebagai anak kandung
kebebasan tentu juga harus dibaca imparsial.
Namun dalam banyak kasus, ujaran kebencian
yang bernada melecehkan, menodai dan
menistakan agama dan keyakinan harus diakui
kini lebih banyak berhamburan dari ruang
publik yang difasilitasi medsos. Jurnalisme
damai, jurnalisme harmoni masih dapat
diandalkan untuk melawan hoax dan fitnah
SARA, meskipun akan menjadi perjuangan
yang minor.
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III. PENUTUP
Penistaan agama atau bahkan diskriminasi
berbau SARA bukanlah fenomena baru. Di
Indonesia sendiri peristiwa seperti ini bahkan
telah dimulai pada 1900an. Menjadi peristiwa
besar karena dikaitkan dengan momentum
tertentu, salah satu yang paling dirasakan
banyak orang adalah saat pesta demokrasi
melalui Pilpres maupun Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada). Selain itu kebebasan
beragama juga menjadi celah peristiwa ini
terjadi, misalnya perbedaan aliran atau mazhab
antara yang mayoritas dan minoritas.
Peristiwa penistaan dan bagaimana
mengatasi masalah itu sering dilakukan dengan
reaksi yang berlebihan dan melibatkan massa.
Jarang ada narasi yang menjelaskan mengapa
hal itu bisa terjadi, padahal tidak semua
peristiwa penistaan mengandung unsur pidana,
sehingga perlu ada dimensi sosial dan budaya
untuk menengahi masalah itu. Bagaimanapun
masalah penistaan, selain berdampak hukum,
tentu juga berdampak sosial dan budaya.
Misalnya, akibat pemberitaan yang massif,
toleransi dan kerukunan yang menjadi ruh
budaya bangsa mulai terganggu. Secara
sosiologis, kini polarisasi masyarakat akibat
perbedaan pilihan poilitik, selain menghasilkan
kelompok yang berhadap-hadapan, juga
muncul sensitivitas akut.
Sensitivitas politik telah pula melahirkan
sensitivitas agama dan budaya. Sedikit saja ada
perbedaan mazhab atau etnisitas kesukuan,
kelompok yang berbeda akan segera membuat
distingsi bahwa perbedaan itu salah,
mengganggu mayoritas, dlsb. Ujung dari
permasalahan ini terganggunya pula harmoni
dan kerukunan. Melihat masalah ini melalui
perspektif hukum tentu benar sepanjang
berdampak hukum positif, namun melihatnya
dari perspektif sosial dan budaya adalah
keniscayaan, sehingga artikel ini jatuh pada
kesimpulan bahwa pembiasaan dan
pembudayaan literasi tentang keberagaman
harus terus menerus dilakukan.
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